Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dalam
rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai
rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen,
penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2013;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/75/M.PAN/7 /2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawal Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan
Formasi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman

]Igerhltlﬁngan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk
aerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang
gedomhan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah
aerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis
Beban Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah 1{ang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perang

at Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD

adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.

. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Khusus

Ibukota Jakarta,

. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD

adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat

Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerali Khusus
Ibukota Jakarta.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang
ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi
jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian
serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata
laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan
jumlah pegawal yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan
organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan
administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan
administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh

informasi jabatan lebih tepat dan akurat.



(2)

Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan
PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
Pasal 3

Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh
jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur
organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang
diperlukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban
kerja.

BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :

perencanaan kebutuhan PNS;
rekruitmen calon PNS;
penempatan PNS;
peﬁgendalian PNS;

pendidikan dan pelatihan PNS;
pengembangan PNS; dan

g. kesejahteraan PNS.

-0 Qa0 op

Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai kewenangannya oleh :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. BKD;

c. Badan Diklat; dan

d. Biro ORB.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.




(2)

(5)

(1)

Analisis Jabatan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi informasi jabatan, meliputi :

nama jabatan,;
kode jabatan;
unit organisasi;
kedudukan dalam struktur organisasi;
ikhtisar jabatan;
uraian tugas;
bahan kerja;
. perangkat/alat kerja;
hasil kerja;
tanggung jawab;
wewenang;
korelasi jabatan;
. kondisi lingkungan kerja,
risiko bahaya;
syarat jabatan;
prestasi yang diharapkan; dan
butir informasi lain.

QTOBETRT IR D000 O

Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan
pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan beban kerja jabatan.

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini
dilaksanakan oleh Biro ORB.
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan
SKPD /UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7
Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan
pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara
berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
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(2) Evaluasi dan pengendaliankebijakan/pengaturan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari
formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh BKD
dan Biro ORB.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/
UKPD terkait.

(4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro
ORB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62065

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH K SUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003




| UE JEWa)| UBP UBl UE 8) UBIBJROUSd S3OS B eday| B

} d g uejeleOoUBd Buepig e edayy

¥ 3npnpuad se) jusp| seus uiwpebusq (g

l Nnpnpuad seyjuep e oabusd (|

| YNPNpUad Sejjuap| isxeg eeday o

z NNpnpusd senp Isels tiwpebusd (g

[4 3ynNpnpusd Senp eyeq ejogbusd (|

v inpnpuad ISBIN 1S%0S Bledey 'q

14 NNPNpUad SIS U wpy Uejuay ynpnpusd 1sens uiwpebusd (g

~

YNPNpUsd ISBJSIU WpY UBJUSY snpnpusad e o abuad (1

| ueynpnpuadey SeNS U WpY UBJUSY YNPNpuad 1syeg e eday e

| NNpnpuad Ueieyepusd buepig ejeday

uebuenay| Isensiuiwipebusd (v

uebuenay| eleq ye obuad (¢

JoleyLep (2

N~ [N

uemeleyepusg (|

! uebuensy ue beqqng ejedsy p

[aN}

uesebbuy uep ueeueduaiad sedys uipebusd (g

4 uesebbuy uep ueeuesusiad e ojpbuad (|

! uesebbuy uep ueeueousiad ueibeqgng e eday| o

€ ueiemebads) isessiuiwpebusad (g

N

ueremebadey e 0 8buad (|

13 ue emebaday uelbeqqng ejedey 'q

sexylag deifusd (g

ueuwduwld seqsiuwpebusd

v
wnuwn sedJ)s unupebusd (g
bueieg ueduwifuad (g

— ||~

bueieg sninbuadejopbuad (|

} wnwn uetbeqgng ejedey e

| Seuiq suejenes

l seuiq e eday|

g

Z

9

S

v

3

Z

NVONVITLIN

TYNOISONNA
NV.LVEve

VNVSIVTdd
NV.LVavr

SVMVONId
NV.LVEV(

JOLVALSININGY
NV.LVEVl

NVNIdNId
NVLVEV(

NVLVEVvl VINVN

ON

IVMYOHd NVHNLNGAM

IS NVLVLVONAd NVA NVINANANAdAN SYNId vadvd
VIIHM NVEHE VSITYNY NVA NVLVEVl VSITYNY TISVH

9102 LLady €1
9102 NNHYL /8

Te33duey],
JOWION

elIRNEe B1O3NG]
SNSNY3] Ye1se( ISUIAOL] IJNUIIGNY) UeInjelsd : uendure]




ueu dw 4 sens uiwpebuad

ueiebbuy uep ueeuedualad Ue obuag

bueseg uedwiAuad

(9
(6
Joje)uap (1
(¢
{z

Buereg sninbuad/e o abuad

hasl Rl Bl ol ol

uemeleyepuag (|

eyesn eje ueibeqqng ejeday ‘e

18SNy eueyep
SeJls u Wpy B)oY | d G urjejROUSY UBP URYNpNpuUada)y seuid NYNS ejedey

ses e S0S seus ulwpebuad (g

sesie sog e 0 abuad (|

1Isesie sog 139G eeday) 0

uexnpnpuaday 1SS ulpy ewese19y) Isensiuiwpebuad (g

ueynpnpuadey Isessiuiwpy ewesel1ay ejojgbuad (|

ueynpnpuadey seuis ulwpy ewesellay 1SS eleday g

uegiUauad isensiuiwpebuay (g

ueqguauad e|ojebuad (|

ueqiuauay 1S3ag ejeday €

ugynpnpuadsy) 1Isensiuipy eweselay uep ueqiuauad Buepig ejedoy

Seuwloju uep eje(] UBleRjUBWS4 Selis utwpebuey (g

SEWJOJU| UBD BJE( B 0 8buad (|

SBeWIOU| UBp B)B(] UBJRBJUBWAY I1SY9S B RdY O

uesinpnpuaday |EiA ANSIEIS Isesiuiwpebuad (g

uexnpnpuadoy yns Jelg ejolpbuad (|

uesnpnpuaday) [EJIA X115 18IS 15998 ejedey g

uebuequablay uep uenijouad Isensivjwpebuay (g

uebuequabuaq uep ue}|ouad Sieuy (|

uebueqwabuad uep uel |puad $XeS ejedey e

sewloju uep ejeq Buepig ejedey

eply uejejequiad
uep seinpy JabBop 1en uee)eouad uetode a4 tselisiuiwpebusd (g

epy ue|ejequiad
uep seynp ‘1sbop Jen uele)eduad ueiode ad eleq ejojabuad (|

ePV e elequidd
uep iseiny  JeboN JenT urjeieousd uep ueiode a4 i3S e edoy

UBIBI9DID 4 UBD UBUIMENIDY ISENS uiwpebuad (g

ueIRIS0194 UBP UuBUMBYI9d BJE(] E O]oBuad (1

UB £190J94 UBP UBUIMEYI9H UrjRIeouad 1939G eledey g

UE JEWSY UEP URNIUR|9Y URR)eouad Sens ujwpebuad (g

8

Z

9

S

|4

[3

ueleWaYY Uep ueliye@y eyeq ejo abuad (1
4

NVONVIILIN

TYNOISONNA
NV.LVEVY

VNVSHVITdd
NV.LVEVl

SYMVONH]
NVLVEVl

JOLVALSININGAY
NV.LYEVl

NVNIdNId
NV.IVEV

IVMVOHId NYHNLNEHdA

NV.LVEVI VINYN

ON




3 ueyNpnpuaday) SES U wpy ewesea) uep ueq pauad Is3eg e eday @

} Sewloju uep eje( SeJis ulwpebued (g

L sew.Joyu] uep ejeq yejobusd (|

| Sew.oju Uep ejep Isyag ejedey p

G 1d g ueRledUad sens unwpebued (Z

} dig uejelesuad ejojebuad (1

L D_m UPIPIPUIAL ISHAG P PA8M O

¥ wnpnpuad ueleyepusd sedsiuiwpebuad (g

wynpnpuad ueieyepuad ejojebuad (1

~—

} YNpnpuad Uelelepuad 1s3aS ejedsy g

seytog delhuad (g

wnwn seds uiupebuod

ueu dwid sedis uiwpebuad

uesebbuy uep ueeuedusliad yejobuad

Bueseg uedwiAuod

(
(
(
J01RYLBA (
(
(

Bueseg sninbuad/elolebuay

o R R e e e e Y

uemeleyepuag (1

l eyesn eje) ueibeqqng ejedey e

eiejn eyeyer
ISESIS U WPy B]0Y d § uejejesusd uep ueynpnpuada)y seuig nyns eledoy

|44

ueyeln;ay dig UBjEjeouad uep ueynpnpuads) sess uiwpebuad (g

4%

ueyenay dig
uejERIEOUSY UED UR}Npnpuada)l Selisiu wpy ueuele ed uenjeg ejeday (g

uBjeWeDaY dIg UBJE)E0USd uep ueynpnpusda Bjeq sens uiupebusd ()

(ueiewessy g)
uejeWEDaY 1dIS UBJRIEOUD UEP UBYNPNPUSda) SeuI( 1S%0S € eday

piBSElIaY UBp uBqUauad Selis uiwpebuod (Z
ueynpnpuadsy semebusd (|

ueynpnpuadsy SeNSIU WPY Bwesella) uep Ueqiusuad 1s3og e eday

ISewloju| uep ejeq sesqisiuiwpebusd (z

'sewloju) uep ejeq yejobuad (|

SewIoju} uep e1e] 1S%9S ejeday

d g uejejesuad sedis uiwpebuad (z

pdig ueiejeouad ejojebuad (1

1dig uejeIEOUDd 1SY9S Bledo)

YNPNpuUod UBIRYEpUdd sensiunupebued (z

snpnpuad ueleyepuad e ojpbusd ()

ANPNpusd UBIBYEPUSH 1SS Bleday| *

£

wnwn isesnsiuiwpebusd (2

g

Z

9

5

4

3

NVONVIILIN

TYNOISDNNA
NVLIVdVl

VYNVSHVTdd
NVIvVdavr

SYMVONId
NVIVIV[

JOLVALSININGY
NVY.IVIV(

NVNIdIN1d
NVIVIV[]

IVMYDAd NYHNLOEAM

NVIVIV[ VINVN

ON




ueie|ag eueyer
SENS U WpY BJOY | d § uejEleousd uep uesnpnpusday seuiq ming e eday

0l

9S

ueyeiniey
|d g ueeiROUSd uep uBynpnpuada)| SeJsiu wpy Seds ulwpebusd (g

ueyein 8y dig
UB)JEIEOUD4 UBP uBynpnpuaday| ses)s u wpy ueueAejad uenmeg eeday (g

uejeweoay dig UBJEIROUSY UEP ueynpnpuaday ejeq 1ses)s wiwpebuad (1

o (uejewEDaY] 8)
uBjEWEDDY Id G UBJEJBOUS4 UBp UBYNpnpuaday seu q I1syes eeday

eweselioy uep ueqiuauad isensiuiwpebuad (g

ueqiuauag semebuad (|

ueynpnpuaday Isess u Wpy eWeSENaY] UBP UBqiauad I1s)ag ejeday @

SBeLlIojU| Lep Bl Sedis uiwpebuad (g

sewwoju| uep eyeq ye obuad (1

ISBLLIOJU| UBP BIEP ISY3S eleday p

d g uejelEOUSBd ISE4S uwpebuad (Z

|idig uejeleoUad B 0jabuad (1
|idig uBRIROUAd 159G EledaYy O

WNpNpuUag4 ueJeyepuad isensiuiwpebuad (g

—

ynpnpuad ueieyepuad ejo abuad (}

3YNpNpuad Ueieyepuad Isyag ejeday q

wnwn sensiuwpebuad (2

uveuldwig seJis uiwpebuad (9

uelebbuy uep ueeueoudlad yejobuad

A
6
_Qmécmiv
bueseg uedwiAuad (g

bueieg snunbua e ojgbuad (g

===~~~

uemeseyepuag ()

eyesn eje) uelbeqqng e edayl ‘e

jeieg eueyer
ISBJIS U WPy BJ0Y |id § urjR)RoUsd Uep ueynpnpuadsy seu q ming e eday

Le

UBYBIN|aY
| d g uRR}EOUSq UBp uRNpNpuodoy SBASIL WPY SENS uiwpebuad (¢

LE

ueyesn 9y |1dis
UB)RIROUS 4 UBD UBynpnpuadayy ISBIIS U WpYy UBUBAR 84 UEN)ES eleday (Z

uejeweoay 1dig UBJRIEOUSY UEp ueynpnpuaday eyeq sess.u wpebuad ()

(uelRWEDBY 9)
uejEWEISY |1d § URIRIBOUD4 UBp ueynpnpuaday| seulq 1s1ag ejeday '}

€

eweselay uep UBqUdUdd iseqsiutwpebuad (Z

[4

ueynpnpuaday semebuad (1

8

Z

9

S

|4

3

4

NVONVIELAA

TYNOISONNA
NVIVEYL

VNVSNV1dd
NVLIVEYl

SVMVONHd
NVLVEV(

JOLVALSININGY
NV.LVLV(

NVNIdINId
NVIVEV(l

IVMVDHd NVHNLNGAN

NVLVEV] VINVN

ON




ynpnpuad ueleyepuad e o abuad (|

3Npnpuad Ueieyepuad syag eedsyl q

sexylag delhusd (8

wnwp sessiuipebusd

ueu dwiq sed)s ujwpebusd

—i—[N|M

101BMILIBA
LASESE RV AY

(
(9
uelebbuy uep ueeueduslad Ye obusd (g
[
bueieg uedwiAusd (
A

bueseg sninbusd/ejojsbusd

uemeleyepusg (|

eyesn eje| ueibeqgng ejedoy ‘e

Inwi| epesep
sel}s U Wpy ejoy d g ueyejedusd uep ueynpnpusdsy) seuiq nyng e edsy

1

S9

ueyeniay
dig uejejeousad uep uelnpnpuadsy Sseds u wpy Iseljs uiwpebusd (g

S9

ueyein oy 1dig
uejeleOUS d UED UBYNPNpUSdaY| ISel)S ulWpy ueuelejad uenjes ejedsy| (z

0l

uejeweos) |idiS ueyeiedusd uep ueynpnpusadey eje( ISensiuwpebusy (|

0]3

(ueyewedsy) g1)
uejeweosy| | d § UElE}EDUS d Uep ueynpnpusdey| seuiq 1s%ss ejedsy )

ewesellay uep ueqiuausad Isensiuiwpebusd (z

~

uexnpnpuadey semebusd (|

ueynpnpuade) selns ulupy euwesellsy) Uep Ueqipsusd ISYeg eeday| '8

seuwloju| uep eje( isessiuiwpebusd (g

sewloju uep eye(] yejobusg (|

iSewlouj Uep ejep 1syag ejedsy p

“dig uejejeousd Isensiuiwpebusd (g

— W[~ |—]

idiS uejejedusd ejojpbusd (1

idiS ueleledousd ISYeg ejedsy 0

<

ynpnpuad ueleyepusd sedis uiwpebusd (Z

~

ynpnpuad ueleyepusd ejojgbusd (1

YNpNpusd Ueleyepusd 1sysg ejedsy| 'q

sexlag dethusd (8

wnwn 1sensiuiwpebusd (7

ueu duid I1sens ujwpebusd

uelebbuy uep ueeuedustad Yejobusd

J0}ELIBA

bueseg uedwiAusd

P B e e e e

9
S
v
€
[4

bueseg sninbusde ojebusd

i ||| == |NN|[™M

uemeseyepusg (|

I

eyesn eie| uelbeqgng ejedsy| ‘e

Z

9

s

14

£

4

NVONVAILAN

TYNOISONNA
NV.LVEV(

VYNVSIVTAd
NVLVavr

SYMVYONId
NV.LVEV

JOLVALSININGY

NV.LVEV(

NVNIdNId
NV.LYEV(

IVMVDHId NYHNLNGdM

NVLVEV( VINVN

ON




uemeleyepuag (|

eyesn eje) uelbeqgng ejeday| e

(Myadn) ueynpnpuadsy sens u wpy uswnyo e o abusd jun e edey

el

ueyein|oy|
d g uejejeouad uep ueynpnpuadey selisiu Wpy 1sess uiwpebuad (¢

ueyetn|ay) jidis

[9¥

e ad uenjeg ejedey (g
asens upriuad |

t
v

(ueyeweosyy )
uejeweosy) d g ueejeouad uep ueynpnpuaday seulq Isyes e eday p

ueq Peuad uep seulloju) ejeq sens uiwpebuad (Z

UBq LBUad UBp sewusou| uep ejeq yejobuad (1

ueqiuauad Uep 1seulojul ejeq 1Sy ejeday o

d g uejejeouad uep ynpnpuad ueieyepuad sesisiuiuipebuad (g

1dig uejeleouad uep ynpnpuad ueiejjepuad e o abuad (1

1 dig uejeieOUB UBp YNPNPUBY UBIRYEpUA ] ISYOS Bleday q

winwin 1sensiunupebuad (9

ueulduild 1sensiuiwpebuad (G

ueiebbuy uep ueeuedualad yejobuad

A
?
émé_sim
bueseq snunbuad/e ojabuad (g

||| |

uemeleyepuag (|

eyes eje) uelbeqgng ejeda)y ‘e

nguag uene ndeyj IsesjSIujWpyY
usiedngey d g uejejeous4 uep uenpnpuaday seuig NYNg ejedey

4

G9

ueyein)oy
d g uejeyedoUa Uep ueynpnpuaday ISELSILILIPY 1sel}s uiwpebuad (¢

G9

ueyean oy j1dig
uBjEIEOUS4 Uep ueynpnpuaday sensiu Wwpy ueueleled uenjes ejeday (z

0l

0L

uejelWiede) | d § uejeiROUa uep ueynpnpuadey] ejeq 1ses}s wiwpebuad (1
uejewedsy 1d g ueleleOUad URp uBNNpNpuadey seulq Isyes ejedey }

eweselia)] uep ueqgiusuad Isesjsinwpebuad (g

—

ueynpnpuadey) semebuad (}

ueynpnpuada) Sess U wpy ewesel1ay) uep ueqiuauad IS)ag ejedsy @

iseuoju] uep ejeq Isesqsiuiwpebuad (2

seuroju] uep ejeq yejobuad (1

1ISewsou uep ejep 1syas ejeday p

1.d g ueyeyeouad isess ujwpebuad (Z

O~ |~—

ndig ueiejeouad e ojebuad (}

ndig ueyejeouad 1syeg ejedey 2

S

synpnpuad ueleyepuad Isesis uiwpebuad (g

Z

9

S

4

[

4

NVONVIILIN

TYNOISONNA
NV.LVav(

VYNVSIVTAd
NV1vavr

SYMVYONHd
NV.LVEVl

JOLVALSININGY
NVIVEVl

NVNIdWId
NV.LVEV(

IVMVDHUd NVHN1NGHM

NVLVEV( VINVYN

ON




KEBUTUHAN PEGAWAI

NO NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN
PIMPINAN ADMINISTRATOR | PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8

2) Pengelola/Pengurus Barang 1
3) Penvimnan Barana 1
4) Verifkator 1
5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran 1
6) Pengadministras Umum 2

b Kepala Satuan Pelaksana Penge o a Dokumen 1
1) Pengolah Dokumen 2
2) Pengadministras Dokumen 1

¢ Kepala Satuan Pelaksana Pemanfaatan Dokumen 1
1) Pengolah Pemanfaatan Dokumen 2
2) Pengadministrasi Pemanfaatan Dokumen 1

14 | Kepala Unit Penge o a Teknologi Informasi Kependudukan (UPT K) 1

a Kepala Subbag an Tata Usaha 1
1) Bendaharawan 1
2) Pengelola/Pengurus Barang 1
3) Penyimpan Barang 1
4) Verifikator 1
5) Pengolah Prencanaan dan Anggaran 1
6) Pengadministras Umum 2

b Kepala Satuan Pelaksana Penge ola Hardware 1
1) Pengolah Hardware 3
2) Pengadministrasi Hardware 1

¢ Kepala Satuan Pelaksana Pengelo a Ap kas dan Software 1
1) Pengolah Aplikas dan Software 3
2) Pengadministras Apl kasi dan Software 2

Jumlah 1 13 88 838 0 0
Jumlah Total 940

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA,

BASUK T PURNAMA
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